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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif a tidak dilambangkan  
ب Ba b Bc 
ت Ta t Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha k ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
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ش Syin s es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah A a 
َ ا Kasrah I i 
َ ا ḍammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َفْي ك : kaifa 
  َلْو ھ : haula 
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3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ى ََ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ى 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  م: mata 
َى  م  ر : rama 
ََْلْي ق : qila 
َ َتْو  م ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط ْلأا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ل  ضَا فْلا  َة نْيَ  د  مْل ا : al-madinah al-fadilah 
ة  مْك  حْل ا        : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا نَّب  ر: rabbana 
ا نْي َّج ن: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف سْل فْل ا: al-falsafah 
َ د لا بْل ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  م أ : umirtu 
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2. Hamzah tengah 
 َنْو  ر  ْمأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  نْي  د Dinullahا بهلَّلا billah 
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْم ھَََ َّالََّ  ة  مْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
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Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  :   Ahmad Yani 
NIM   :   10100114085  
Judul : Tradisi Kaboro Co’i pada perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 
Hukum Islam di Kecematan Lambu Kabupaten Bima NTB. 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah Tradi Kaboro co’i pada perkawinan 
masyarakat Bima Perspektif Hukum Islam di Kecematan Lambu Kabupaten Bima 
NTB. Adapun yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama 
Apa faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co’i  pada perkawinan 
masyarakat Bima di kecematan Lambu Kabupaten Bima NTB, dan yang kedua 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kaboro co’i pada perkawinan 
masyarakat Bima di Kecematan Lambu Kabupaten Bima NTB. 
Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif 
sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan, Observasi, interview dan 
dokumentasi kemudian data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada dua faktor yanng melatar 
belakangi adanya tradisi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima di 
Kecematan Lambu yaitu:                                                                                                                                                       
Pertama faktor kekeluargaan/kekerabatan bagi masyarakat Bima kehidupan 
bukan hanya untuk diri sendiri tetapi berguna untuk orang lain, dan dalam kenyataan 
masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk 
mufakat. Hal ini tercermin dalam kalimat katohommpara weki ku sura dou labo dana 
(biarlah aku tinggalkan  kepentingan pribadi  untuk kepentingan orang banyak atau 
masyarakat) ini salah satu azas yang di junjung tinggi oleh masyaraka Bima. 
Faktor yang kedua adalah adalah faktor adat kebiasan (warisan budaya) yang 
menjadi warisan budaya dan menjadi jati diri sang Bima serta untuk disepakati 
menjadi dasar hukum pemerintahan  kerajaan Bima.  Pandangan Hukum Islam 
terhadap adat kaboro coi. Adat kaboro co’i sama sekali tidat bertentangan dengan 
hukum Islam bahkan di dalam adat kaboro co’i mengandung nilai tolong menolong 
yng dianjurkan dalam al-qur’an dan hadist. Implikasi dari penelitian ini adalah.1). 
Bagi masyarakat Bima diharapkan agar tetap dapat melestarikan dan memperta 
hankan jati diri sang Bima dalam segala kegiatan khususnya dalam hal adat 
perkawinan. 2).Kepada  pihak pemerintah di kecematan lambu kabupaten Bima Nusa 
Tenggara Barat,  agar selalu memelihara tradisi perkawinan yang sudah diwariskan 
oleh para leluhur terdahulu, dan juga diharapkan agar bisa mensosialisasikan tradisi 
kaboro co’i  ini kepada generasi muda.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah  
  Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu 
cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak 
dan melestarikan hidupnya.1 
 Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, perkawianan adalah ikatan lahir batin antara sorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.2 Berdasarkan pasal 2 
kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqon 
golidon) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
 Pernikahan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah kepada manusia 
untuk menyalurkan naluri sex karna sesungguhnya nasluri sex adalah naluri yang 
sangat kuat dan keras selamanya menuntut jalan keluar apabila jalan keluarnaya tidak 
memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kengoncangan dan 
kekacauan. Oleh karna itu ia mencari jalan keluar yang jahat. Karna kawin adalah 
jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri sex ini dengan 
                                                          
1Abd. Rahman Ghazaly, fiqhi munakahat (Cet. I; Bogor: Kencana Bogor, 2003), h. 10-11. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam, (Cet, I; Bandung: Citra Umbar, 2007), h.7. 
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perkawinan insyaAllah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya 
menjadi tenang dan tentram.3                
 Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang namanya maskawin 
atau mahar. Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan pada calon istri dan 
dinyatakan oleh calon suami dihadapan calon istrinya di dalam shigot akad nikah 
yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai 
suami istri. Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri  itu, dapat diartikan 
sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban sebagai suami dalam 
kehidupan perkawinan selanjutnya.4    
Mahar atau sadaq dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban yang 
harus dibayarkan oleh seorang penganti laki-laki. Hukum pemberian mahar adalah 
wajib, dan benda atau uang pemberian itu adalah menjadi milik perempuan itu 
sesungguhnya kalau demikian dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya 
kehendak dan inisiatif dari perempuan tersebut maka bolehlah si suami sekedar ikut 
memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikanya yang telah menjadi milik si 
istri.5 Beberapa ayat al-qur’an menunjukan kepada wajibnya mahar seperti dalam 
firman Allah Q,S al-Nisa/4.4. 
   
    
     
   
    
                                                          
3 Djaman Nur, Fiqhi Munakahat, (Cet, I; Bengkulu: CV Toha Putra Semarang 1993), h. 10. 
4Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No,1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan (Cet. I; Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1982), h. 57-58. 
5 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Cet, I; Jakarta UI Perss, 1974), h. 68-69. 
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Terjemahnya: 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 
(ambillah) pemberian  itu dengan senang hati”.6 
 Ayat ini menjelaskan bahwa begitu pentingnya pemberian mahar kepada 
calon istri yang hendak dinikahi, pemberian yang penuh dengan kerelaan sebagai 
bentuk keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. 
 Pada suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan 
kehadapan majelis beliau, perempuan tersebut ingin menawakan dirinya untuk 
dinikahi oleh Rasulullah. Perempuan itu datang kedalam  mejelis Beliau yang dihadiri 
oleh banyak para sahabat. Perempuan itupun bersedia menerima keputusan dari 
Rasulullah. Sebelum Rasulullah memberikan keputusannya terhadap perempuan tadi, 
lalu datanglah seorang pemuda yang pakaiannya kurang bagus terlihat bahwa dia 
adalah orang miskin. Belum beberapa saat pemuda tadi mengutarakan kenginannya 
kepada Rasulullah yaitu hendak ingin menikah. 
 Dengan kedatangan pemuda ini Rasulullah mendapatkan jalan keluar terhadap 
perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah, lalu Beliau 
bertanya kepada perempuan tadi bagaimana kalau aku yang mencarikan calon suami 
untuk mu. Calon suami mu ialah seorang pemuda yang datang padaku. Perempuan itu 
menjawab kalaulah Rasulullah tidak menerimanya dia pun bersedia menerima laki-
laki yang dipilihkan oleh Rasulullah untuknya. 
 Rasulullah berkata kepada laki-laki tadi sebelum engkau menikahi perempuan 
ini maka kamu harus membayar maharnya, Pemuda tadi menjawab aku tidak 
                                                          
6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Tarjemah (Cet. I; Jakarta :  PT 
Madina Qur’an, 2016), h. 77. 
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memiliki apa-apa ya rasulullah untuk diberikan kepada calon istriku, Rasulullah 
menjelaskan pada pemuda tadi bahwa mahar itu perlu. Mahar adalah salah satu rukun 
atau bagian yanng tidak dapat dipisahkan dari pernikahan dia mesti berusaha 
mencarinya  
Pada umumnya mahar diberikan dalam bentuk materi baik berupa uang atau 
barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam 
bentuk jasa dengan melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh 
jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini terdapat landasanya dalam al-Qur’an 
demikian pula dalam hadis Nabi. Tapi ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan 
jumhur ulama dalam  hal ini. Menurut ulama ini, bila seorang laki-laki mengawini 
seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau 
mengajarinya al-Qur’an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami 
adalah mahar mitsl. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang yang berharga, 
maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yanng sederhana.7 
             Penjelasannya tersebut  sudah cukup untuk di jadikan landasan bagaimana 
sebenarnya Islam memandang masalah mahar sebagai sesuatu yang wajib 
dilaksanakan oleh calon mempelai pria. Hal ini tampaknya juga dipahami dengan 
jelas dalam norma kemasyarakatan di Indonesia hampir semua masyarakat 
memandang dan memahami bahwa mahar itu adalah sesuatu yang sangat penting 
dalam prosesi perkawinan. Ditinjau dari jenis maharnya, pada realitas masyarakat 
sekarang sangat jarang  ditemui adanya laki-laki yang hendak menikahi seorang gadis 
dan memberikan mahar dalam  bentuk jasa. 
                                                          
7Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 87 
91-92. 
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 Mahar tidak sama dengan mmaskawin yang biasa dalam adat kita bangsa 
Indionesia. Pada masyarakat kita berkembang sejak lama memberikan maskawin atau 
hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu 
perkawinan. Dapat berupa benda berharga yang bersifat sakti atau megis. Jalan 
fikirannya ialah karna dengan suatu perkawinan, tercabutlah salah satu unsur penting  
yang ada dalam lingkungan keluarga semula yaitu wanita yang hendak dikawinkan 
itu. Tercabut baik dalam arti pindah kepada keluarga lain yang telah ada yaitu 
keluarga suaminya. Dalam masyarakat yang menjadikan pindahnya seorang wanita  
kemarga atau keluarga suaminya setelah dia kawin. Dan pindah keluarga itu dapat 
pula diartikan dalam arti yang lebih umum, yaitu pindah dan keluar dari keluarganya 
semuala karna membentuk keluarga baru beserta suamminya.8 
Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku dibeberapa daerah di 
Indonesia, maskawin mempunyai fungsi sendiri dalam mengembalikan keseimbangan  
dalam keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu kan pindah atau 
keluar dari lingkungan keluarga semula.9   
 Adapun salah satu daerah di Indonesia yang membedakan antara maskawin 
dengan mahar adalah daerah Bima (mbojo). Para leluhur terdahulu memisahkan 
antara arti mahar dengan maskawin dengan alasan bahwa maskawin adalah 
pemberian berupa hadiah kepada calon istrinya berupa alat perabotan rumah tangga 
seperti lemari (alamari), Kursi (kadera), piring (pingga), gelas (gla), tempat tidur 
atau (difa) dan yang tak kala pentingnya adalah rumah. 
                                                          
8  
9Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2002), h. 14. 
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Sedengkan mahar adalah pemberian yang dilakukan pada saat ijab kabul atau pada 
saat berlangsungnya perkawinan yang disaksikan oleh para tamuundangan yang hadir 
pada saat akad nikah kebanyakan yang menjadi maharnya adalah emas.   
Dalam tata cara perkawinan masyarakat Bima tradisi kaboro co’i merupakan 
suatu prosesi adat yang bisa dikatakan sudah menjadi adat bagi masyarakat Bima dan 
telah dilakukan sejak zaman dahulu, prosesi adat ini cenderung ditujukan pada pihak 
keluarga mempelai laki-laki kaboro co’i dalam masyarakat Bima tidak hanya sebagai 
jembatan dalam perkawinan, tetapi lebih dari itu karena kaboro co’i dianggap sebagai 
proses pengumpulan mahar. Peneliti memahami bahwa mahar merupakan syarat 
sahnya akad nikah. 
 Proses kaboro co’i dihadiri oleh para tetangga dekat maupun jauh entah 
keluarga atau sebaliknya dengan tujuan mereka adalah untuk membantu  keluarga 
mempelai laki-laki dengan uang atau barang lainnya yang bermanfaat. Inilah salah 
satu keunikan pada perkawinan masyarakat Bima walaupun satu keluarga yang 
memiliki hajat yang ikut terlibat adalah orang sekampung dan mereka tidak 
mengharapkan imbalan atau balasan.10 
Kaboro co’i tidak dikhususkan pada keluarga yang tidak mampu saja akan 
tetapi untuk semua kalangan yang akan melaksanakan perkawinan. Masyarakat  Bima 
adalah masyarakat yang memegang asas saling gotong royong untuk membantu yang 
lain. 
                                                          
9Fahrir Rahman Dkk, Nikah Mbojo Antara Islam dan Tradisi (Cet I; Mataram: Alam Tara 
Learning Institute, 2010), h. 80 
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 Berangkat dari keingintahuan peneliti merasa perlu untuk melakukan 
penelitian tentang Tradisi Kaboro Co’i pada Perkawinan masyarakat Bima 
Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB. 
B. Rumusan Masalah 
  Setelah mengamati uraian latar belakang diatas yang akan menjadi pokok 
masalah yang akan  peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu berfokus pada topik yang 
diangkat.   
1. Apa faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co’i pada 
perkawinan masyarakat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kaboro co’i pada 
perkawinan masyarakat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima NTB? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian  
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilaksanakan, fokus penelitian harus diungkapkan secara 
gamblang, tegas dan jelas. Untuk memudahkan peneliti sebelum melakkukan 
observasi. Penelitian ini akan di lakukan di Kecematan Lambu Kabupaten 
Bima NTB. 
2. Deskripsi fokus  
Agar memberikan pemahaman yang lebih jelas maka peneliti perlu 
memberikan definisi terkaid dengan judul yang diangkat oleh peneliti dengan 
judul” Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Kaboro co’i pada perkawian 
Masyarakat Bima di Kecematan Lambu Kabupaten Bima NTB.    
21 
  
1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari aturan Agama, baik yang 
berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah. Adapun yang 
berkaitan tentang ibadah yaitu menyangkut hubungan manusia denga Allah  
sedangkan muamalah menyangkut tentang hubungan sosial antara sesama 
manusia. 
2. Adat adalah kebiasaan yanng hidup di tengah-tengah masyarakat yang di 
jadikan hukum dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. 
3. Kaboro secara bahasa berarti mengumpulkan sedangkan co’i secara bahasa 
bermakna harga, harga di artikan sebagasi mahar oleh masyarakat Bima. 
4. Mahar adalah pemberian yang di berikan oleh mempelai laki-laki kepada 
calon istrinya sebagai bentuk keseriusannya dalam membina rumah tangga. 
D. Kajian Pustaka 
 Agar lebih bisa memahami dan mengerti tentang penelitian ini. Perlu ada 
kajian terdahulu, hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini di 
antaranya:       
1.  Amir Syarifuddin Dalam bukunya berbicara tentang hukum perkawinan 
Islam di Indonesia antara fiqhi munakahat dan undang-undang perkawinan, di 
dalam buku ini membahas tuntas tentang perkawinan, antara lain tentang 
analisis perbandingan antara fiqhi munakahat dengan undang-undang 
perkawinan. Di dalam buku ini juga Menjelaskan undang undang-undang 
perkawinan UU No 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dan dalam 
bentuk peraturan perintah No 9 Tahun 1975. 
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2.  Abd Rahman Gazaly dalam bukunya yang berjudul Fiqhi munakat di dalam 
buku ini membahas tentang hukum perkawiana, pendapat para ulama tentang 
hukum menikah, dan  macam-macam mahar .  
3.  Fiqhi munakahat  kajian fiqhi nikah lengkap oleh Prof. Dr. H. M.A. Tihami, 
M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M.,M.H. di dalam buku ini membahas 
secara mendalam tentang perkawian mulai dari pengertian fiqhi, munakahat. 
Mengenai proses menuju perkawiana, larangan dalam menikah, akad 
pernikahan, wali dan saksi dalam pernikahan, mengenai walimah al-ursy pests 
perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah keluarga dan 
problematikanya, kedudukan harta dalam perkawinan, batalnya perkawiana, 
perwalian, hadhanah, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawiana, 
masalah rujuk dan idah, poligami dan problematiakanya. Buku ini di jadikan 
oleh peneliti sebagai rujukan karna lengkap membahas tentang perkawiana. 
4. M. Fahri Rahman dalam bukunya yang berjudul nikah mbojo antara Islam dan 
tradisi, di dalam buku ini membahas tentang adat perkawinan masyarakat 
Bima perpaduan antara adat dan Islam, dan dilam buku ini pula membahas 
mengenai prosesi perkawinan adat Bima, mulai menanyakan pihak keluarga 
perempuan, musyawarah keluarga, upaca pengantar mahar, hajatan keluarga, 
akad nikah, dan terakhir upacara.      
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan   
Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah.  
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a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co’i 
dalam perkawinan masyarakat Bima khususnya masyarakat Kecamatan Lambu. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi kaboro co’i pada 
perkawinan masyarakat Bima khususnya Kecamatan Lambu. 
2.  Kegunaan  
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Kegunaan Ilmiah 
1) Penelitian ini diharapkan mempu memberikan pemahaman  dan  juga 
sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas yang ada di setiap daerah 
terutama pada daerah tempat peneliti melakukan penelitian agar mengetahui 
manfat dari adat kaboro co’i dan dapat menambah pengetahuan khususnya 
pada bidang hukum adat   
b. Praktis 
  Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 
baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas terkait dengan adat kaboro co’i 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A Hukum Islam 
1. Definisi Hukum Islam 
Sering orang menyamakan istiilah hukum Islam dengan syari’at dan fiqhi 
padalah kalau kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-
masing serta cakupan bahasannya.11 
Sebelum memberikan pengertian tentang hukum Islam, terlebih dahulu 
terlebih dahulu memberikan pengertian tentang hukum, kata hukum secara etimologi  
berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu مَ كَ ح yang mendapat imbuhan ا dan ل 
sehingga menjadi مكحلَ ا bentuk masdar dari  kata يَ مكحمكح  selain itu مكحلا merupakan 
bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah َ َ ََ مكحَلاَ ا berdasarkan akar kata tersebut 
melahirkan kata ةمكحلَ ا artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami 
hukum lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang 
bijaksana, selain itu akar kata َ مَ كَ ح dapat melahirkan kata ةمكحلَ ا yang artinya 
kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari 
hal-hal yang sebanarnya dilarang oleh Agama.12 
Secara etimologi ulama ushul fiqhi memdefinisikan hukum sebagai titah 
Allah yang berkenaan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan pilihan 
maupun berupa larangan. Sedangkan ulama fiqhi mengartikan hukum dengan efek 
                                                          
11 H. Muhsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, (Cet;I; Jakarta: Stih Iblam, 2004), h.10 
12 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, (Cet; II: Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar Celeban Timur, 2015), h. 7  
11 
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hasil pemahaman yang dimaksudkan oleh titah Allah yang menyangkut perbuatan 
manusia, seperti wajib, haram dan boleh. 13 
 Yang dimaksud hukum oleh ulama ushul fiqhi ialah nas dari Allah, sedangkan 
menurut ulama fiqhi ialah tuntunan atau kewajiban yang harus ditaati dari titah Allah 
tersebut, misalnya dalil tentang kewajiban memdirikan sholat, ulama ushul 
menanggapinya sebagai hukum, sedangkan ulama fiqhi yang dianggap sebagai 
hukum ialah kewajiban mendirikan sholat sebagai konsekwensi logis yang 
terkandung dalam nas, jika demikian halnya, sekalipun terdapat perbedaan 
redaksional antara ulama ushul fiqhi dengan ulama fiqhi dalam mendefinisikan 
hukum namun pada prinsipnya keduanya mengandung makna kesetaraan, yakni 
mereka sama-sama menghendaki banwa setiap titah Allah  wajib di taati.14 
2. Ruang lingkup hukum Islam 
Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua yaitu: 
a. Ahkam Al- Ibadat 
Ahkam al-ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan Tuhannya, ahkam al-ibadat ini dibedakan menjadi dua 
yaitu ibadat mahdlah dan ghair mahdlah. Ibadat mahdlah adalah jenis ibadat yang 
cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti sholat, shaum, zakat, haji, nazar, 
sumpah, sedangkan ibadat ghair mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada 
Allah, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada 
manusia pada umumnya, seperti berbuat baik pada orang lain, tidak merugikan orang 
                                                          
13 Umar Sihab, Al-qur’an dan Kekenyalan Hukum, (Cet, I: Semarang: Dina Utama Semarang, 
1993), h.31 
14 Umar Sihab, Al-qur’an dan Kekenyalan Hukum, (Cet, I; Semarang: Dina Utama Semarang, 
1993), h 32.  
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lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain berbuat 
baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain.  
b. Ahkam Al-Muamalat 
Ahkam al-muamalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur 
hubungan antar  manusia (makhluk), yang terdiri dari: 
1. Ahkam Al-ahwal al-syahsiyat (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum 
tentang orang (subjek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum 
perkawinan; 
2. Al-madaniyat (hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang 
berkaitan tentang benda, seperti jual beli,  sewa menyewa, pinjam 
meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan, 
3. Al-ahkam al-jinayat (hukum pidana Islam), yaitu hukum yang 
berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict 
jarimah) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya 
(uqubat). 
4. Al-Ahkam Al-Qodla wa Al-Murafa’at (hukum acara) yaitu hukum yang 
berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang 
berkaitan dengan alat-alat bukti, saksi, pengakuan, sumpah, yang 
berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain.15 
5.  Ahkam Al-Dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan), 
yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai 
pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, 
                                                          
15 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Cet, II; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2015), h. 15 
27 
  
syarat-syarat, hak dan kawajiban pemimpin, hubungan rakyat dengan 
pemimpinnya, dan lain-lain. 
6.  Al-Ahkam Al-Dauliyah (hukum internasianal) yaitu hukum yang 
mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun 
dalam keadaan peperangan. 
7. Ahkam Al-Iqtisodiyah Wa Al-Maliyah (hukum perekonomian dan 
moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu 
negara dan antar negara. 
c. Ciri-Ciri Hukum Islam 
Berdasarkan penelitian para ulama dapat di simpulkan mengenai ciri-ciri 
hukum Islam sebagai berikut: 
1. Hukum Islam bersumber dari wahyu (Al-qur’an dan Sunnah). 
2. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh akidah dan ahlak 
3. Pembalasan yang diperoleh dalam pelaksanaan hukum Islam adalah 
dunia dan akherat. 
4. Tabiat kecendrungan hukum Islam adalah jama’ah. 
5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan 
zaman dan tempat. 
6. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik 
hukum Romawi maupun hukum lainnya. 
7. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup 
(Rahmat bagi alam semesta) 
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8. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu: syariah, dan fiqhi, 
syariah bersumber dari wahyu (Al-qur’an dan hadist) sedangkan fiqhi 
adalah hasil pemahaman manusia terhadap terhadap Al-qur’an hadist. 
9. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama yaitu: 1. Hukum ibadah, 
dan 2. Hukum muamalat dari arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup 
karena telah sempurna dan hukum muamalah dalam arti luas bersifat 
terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat 
untuk itu dari masa ke masa. 
10. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. 
11. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1). Hukum taklifi, yaitu ahkamul 
homsah (hukum yang lima), yaitu mubah, sunnah, makruh, wajib dan 
haram, 2) hukum wadh’i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat 
halangan terjadi atau terwujudnya hubungasn hukum manfaatnya, 
tahap kedua turunnya surah An-nisa ayat 43. Ayat ini melarang sholat 
dalam keadaan mabuk dan tahap ke tiga turun surah al-maidah ayat 90, 
tahap ini adalah tahap pelarangan atau pengharaman khomar.16 
12. Hukm Islam bersifat universal berlaku untuk umat Islam dimanapun 
berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat dan hukum 
Islam bersifat abadi.   
d. Produk Pemikiran Hukum Islam. 
Hukum Islamm dalam istilah di Indonesia yang merupakan hasil produk 
pemikiran hukum yang melipiti sebagai berikut. 
                                                          
16 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Cet, II;  yogyakarta: 
Pustaka Pelajar Celeban Timur, 2015), h. 18 
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1. Produk pemikiran fiqhi. 
2. Produk pemikiran fatwa ulama. 
3. Produk pemikiran yurisprudensi. 
4. Produk pemikiran perundang-undangan. 
5. Pemikiran sosiologi hukum. 
Maksud dari istilah hukum Islam adalah yang diyakini memiliki keterkaitan 
dengan sumber ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama 
manusia, selain jinayat bahkan sesama mahkluk, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia di jelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur’an dan hadist artinya hukum Islam 
yang dimaksudkan merupakan produk fiqhi Indonesia.17 
B. Pengertian Hukum Adat 
1. Pengertian Adat. 
 Kata “adat” berasal dari bahasa arab yang memiki makna kebiasaan kata adat 
juga berasal dari bahasa sangsekerta yakni A dan dato, A yang artinyatidak atau 
bukan, kata dato berarti sifat kebendaan dengan demikian, maka adat sebenarnya 
berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal  yang berkaitan dengan 
sistem kepercayaan.18 
2. Pengertian hukum adat  
 Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi, maka ia melalui 
                                                          
17 Supardi, Fiqhi Peradilan Agama di Indonesia Rekostruksi Materi Tertentu, (Cet, I; 
Makassar: Alauddin University Perrs, 2014), h.35. 
18 Soerjono Soekanto, hukum adat di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali, 1990), h. 83 
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hidupnya berkeluarga, kemudian mmasyarakat, kemudian bernegara, sejak manusia 
itu berkeluarga menurut kebiasaan mereka. 
 Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadi hukum itu melalui 
dari pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku 
yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan ” kebiasaan pribadi” apabila 
kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang lain 
itu. Lambat laut diantara orang yang satu dengan orang yang lain dalam kesatuan 
masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laut kebiasaan tadi 
menjadi adat dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat atau kelompok-
kelompok lambat laut menjadikan adat itu sebagai adat yang harusnya berlaku bagi 
semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah 
adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.19     
Menurut “Prof. Dr. Supomo S.H dalam karangan beliau” Beberapa catatan 
mengenai kedudukan  hukum adat memberikan pengertian bahwa:  
 Hukum adat merupakan sebagian hukum yang tertulis di dalam peraturan-
peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak 
ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi di taati oleh rakyat berdasarkan atas 
keyakinan bahwa sannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.20 
                                                          
19 Hilman Hadikusuma,  Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia, (Cet, V; Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1. 
20 Supomo, Bab-Bab Tentang Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 14 
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Pendapat lain menurut “Prof. Dr. Ddojojodigoeno S.H dalam buku ”Asas-
asas Hukum Adat” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada 
peraturan-peraturan.21 
 Beberapa pengertian yang yng telah diberikan oleh para sarjana di atas, maka 
kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu kompleks 
norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang 
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari 
dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati dan dihormati oleh 
rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam. 
 1. Pengertian perkawinan. 
 Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan berasal  dari kata nikahَ 
حَاكن  yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan 
arti bersetubuh (wathi) kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti 
persetubuhan (coutus) juga untuk arti akad nikah.22 
 Menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi tentang perkawinan 
diantaranya adalah: 
 Perkawinan menurut hukum syara  yaitu akad yang ditetapkan syara 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Abu Yahya Zakariyah 
                                                          
21 Djojodigoeno, Asas-Asas Hukum Adat, (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 
1958), h. 78. 
22 Abd Rahman Gazaliy, Fiqhi Munakahat, (Cet, I; Bogor: Kencana, 2003), h. 7. 
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Al-Hanshari mendefinisikann nikah menurut istilah syara ialah akad yang 
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau 
kata-kata yang semakna dengannya.23 
 Masih dalam kaitannya dengan definisi perkawian bila dilihat dalam peraturan 
perundang-undangan Tahun 1974 (pasal 1). Perkawian itu ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal yang berdasarkan ketuhanan 
yang Maha Esa, pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila 
dimana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan Agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan 
saja mempunyai unsur lahir/jasmani yang penting. 
 Perkawinan merupakan salah satu cara membentengi seseorang supaya tidak 
terjerumus kedalam lembah kehinaan, disamping untuk menjaga dan memelihara 
keturunan. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi. QS. al-Rum/30:21. 
 َََ
ََََ
ََ
َََ
َََََ
َََ
ََََه 
  Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
                                                          
23 Abd Rahman Ghazaliy, Fiqhi Munakahat, (Cet, I; Bogor: Kencana, 2003), h. 8.  
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”.24 
Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan 
pemenuhan, antara lain adalah kebutuhan biologis termaksud aktivitas hidup dan 
penyaluran hawa nafsu melalui lembaga perkawinan. Tanpa melalui lembaga yang 
sah, tidak akan tercipta himbauan ayat al-qur’an di atas. Perkawinan menurut Islam 
merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan 
dilangsungkannya perkawinan hendaknya ditunjukan untuk memenuhi petunjuk 
Agama.25 
Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, 
ia juga merupakan sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan 
iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi 
yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya 
sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:  
Pertama, Allah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan sebagaimana 
firman Allah dalam QS.  al-Dzariyat/51: 
هههه
هه
هههه 
Terjemahnya: 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”.26 
Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam  
                                                          
24Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah (Cet. I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 406. 
25Nurjannah, Mahar Pernikahan (Jogjakarta: Prismasophie, 2003), h. 14. 
26Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41. 
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QS. al-Najm/53:45. 
هه
هه
َََََ
Terjemahnya: 
“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan 
wanita”.27 
Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling 
melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebut oleh  
Allah dalam QS. al-Nisa/4:1. 
هه
ههه
هههه
ههه
ههه
ههه
ههه
هه
هههه
ههههههه
Terjemahnya: 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.28 
1. Hukum Perkawinan 
                                                          
27Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Tarjemah (Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qu’an 2016), h. 528. 
28Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah (Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 77. 
35 
  
Dengan melihat hakikatnya, Perkawinan itu merupakan akad yang 
membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 
dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah 
boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, 
tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata 
mubah. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan 
dianjurkan oleh Agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka 
pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah. 
 Perkawinan adalah merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan 
juga diperintahkan oleh Nabi.  Banyak seruan-seruan Allah  dalam al-qur’an untuk 
melaksanakan perkawinan.29 
 Di antaranya firman Allah dalam QS. al-Nuur/24:32. 
هه
ههه
ههه
ههه
هههه
هههههههه
Terjemahnya: 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui”.30 
                                                          
29Abdul Halim Hasan binjai, Tafsir Al-Ahkam (Cet, I; Jakarta: Kencana, 2006), h.453. 
30 Kementrian Agama Republik Indonesia,  Al-qur’an dan Terjemah (Cet I; Jakarta: PT 
Madina    Qur’an 2016), h. 345. 
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Beberapa fuqoha yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya 
hukum perkawinan adalah dianjurkan (sunnah). Golongan zhahiriyah berpendapat 
nikah itu hukumnya sunnah. Para ulama malikiyah berpendapat bahwa nikah itu 
hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah 
untuk segolongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum tersebut sesuai 
dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, artinya berlaku untuk hukum 
yang lima.31 
 Dari sekian perbedaan pendapat para ulama, mengenai hukum perkawinan, 
maka hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan 
sebutan al-ahkam al-khomsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah 
(anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), makruh (kurang disukai/sebaiknya 
ditinggalkan), ibahah/mubah (kebolehan), dan haram (larangan keras). Dihubungkan 
dengan al-ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan 
perkawinan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu: 
a. Perkawinan wajib 
Yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki 
kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu 
syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak 
melakukan perkawinan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa 
mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan dari berbuat zina adalah wajib. 
Karna satu-satunya sarana untuk menghindari diri dari perbuatan zina itu adalah 
nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.32 
                                                          
31Abd. Rahmman Ghazaly, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16-17. 
32 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta; UI Perss, 1986), h. 49. 
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b. Perkawinan sunnah 
Perkawinan yang dianjurkan, seseorang apabila dipandang dari segi 
pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya 
hidup telah ada, maka baginya mennjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. 
Kalau dia kawin maka dia akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum 
kawin, dia tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala.33    
c. Perkawinan makruh 
Perkawinan yang kurang disukai yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh 
orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan 
biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan 
ekonomi. Tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai 
membahayakan salah satu pihak khususnya istri, jika kondisi seseorang seperti itu, 
tetapi ia tidak melakukan perkawinan, maka perkawinannya kurang (tidak disukai) 
karna perkawinan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang 
kurang disukai oleh salah satu pihak.  
d. Perkawinan mubah 
Perkawinan yang dibolehkan atau mubah yaitu pernikahan yang dilakukan 
tanpa faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi, 
perkawinan ibahah/mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat 
luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal 
dari nikah.34  
e. Perkawinan Haram 
                                                          
33Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta; UI Perss, 1986), h. 49. 
34Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005), h. 91-93. 
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Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta 
tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-
kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan  perkawinan akan 
menelantarkan dirinya dan istrinya, perkawinan ini tidak boleh dilakukan, jika 
dilakukan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala.35 
Terlepas dari hukum pernikahan yang beraneka ragam ini, yang pasti pada 
satu sisi Nabi Muhammad Saw, menganjurkan para pemuuda yang memiliki 
kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan, sementara pada sisi yang 
lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan tabattul (membujang selamanya). 
Khusus bagi pemuda yang karna satu dan lain hal, terutama masalah ekonomi, belum 
mampu untuk melakukan pernikahan maka Nabi menganjurkan supaya melakukan 
saum (puasa). 
 Pernikahan menjadi proses keberlangsungan  hidup manusia di dunia ini 
berlanjut dari generasi ke generasi, selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu 
birahi, melalui hubungan suamii istri serta menghindari godaan syaitan yang 
menjerumuskan. Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi 
bersabda, artinya: “Sesungguhnya apabila wanita menghadap kedepan berbentuk 
syaitan dan menghadap kebelakang juga berbentuk syaitan, karenanya jika salah 
seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan pandangannya, 
maka hendaklah ia segera mendatangi istrinya, yang demikian itu agar dapat 
mengendalikan  gejolak yang ada dalam dirinya”. (HR.Muslim, Abu dawud dan 
Tirmidzi). 
D. Rukun dan Syarat Perkawinan 
                                                          
35Abd. Rahmman Ghazaly, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 21. 
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     Rukun dan syarat perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting 
dalam setiap akad (transaksi) apapun, termaksud untuk tidak mengatakan terutama 
akad nikah. Bedanya, rukun berada dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan 
syarat berada di luarnya. Dikatakan, ruknus-sya’i ma-yatimmu bihi, rukun sesuatu 
adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna, yang mana 
rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya, berbeda dengan syarat. 
Dengan kata lain rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum.36 
Sedangkan syarat unsur pelengkap dalam perbuatan hukum, yang mana dalam 
kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut 
hukum. Jadi suatu  perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat 
perkawinannya. Rukun yang di sebutkan di atas sama dengan rukun yang 
dikemukakan oleh ulama syafi’iyah dan berbeda dengan ulama malikiah. Yang mana 
ulama malikiah menyebutkan lima macam rukun nikah itu adalah,37 Wali perempuan, 
Maskawin, calon suami, calon isteri, sighat akad. 
Menurut ulama malikiah dua orang tidak termaksud dalam rukun nikah tetapi 
termaksud pada syarat nikah.38 Tetapi dibalik perbedaan penempatan komposisi 
rukun dan syarat nikah di atas, ada kesamaan dalam hal-hal yang terlibat dan yang 
harus ada dalam suatu perkawinan persamaan yang sangat kompak, yaitu ketika 
semua fuqoha dan mazhab fiqhi menempatkan shighat akad sebagai rukun nikah yang 
                                                          
36Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005), h. 95-96. 
37Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ( 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 332. 
38Imron, Hukum Munakahat dan Penerapannya. 
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paling mendasar. Pada setiap rukun yang disebutkan di atas masing-masing memiliki 
syarat-syarat tertentu antara lain: Calon suami dan istri syarat-syaratnya. 
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak 
boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karna ini yang 
tersebut dalam al-qur’an. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:39 
a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik 
menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan 
dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam al-Qur’an dan 
Hadist Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah 
sama-sama tau mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka. 
b. Keduanya sama-sama beragama Islam. 
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. 
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak akan 
mengawininya.40 
1) Wali Nikah 
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena 
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. 
Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang 
lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia 
bertindak sendiri secara hukum. Baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas 
dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak 
                                                          
39Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 59. 
40Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 64. 
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mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak 
perempuan yang dilakukan oleh walinya.41 Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut. 
Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 
berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan 
akad.   
Laki-laki, Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan Syi’ah 
Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut 
mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk 
dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang 
mengharuskan adanya wali sebagaimana dijelaskan di atas. 
a. Muslim; Tidak sah orang yang  tidak beragama Islam menjadi wali untuk 
muslim. Hal ini berdalil  dari firman Allah dalam QS. ali-Imran/3:28. 
َََ
ََ
ََََ
َ  ََ
ََََََََ
Terjemahnya: 
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali 
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, 
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”42 
b. Orang merdeka 
                                                          
41Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia, h. 69. 
42Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah. ( Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an  2016), h. 53. 
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c. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa 
orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan 
sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. 
d. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karna ketentuannya tidak 
boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat 
dalam perkawinan tersebut 
e. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat 
dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulam syiah 
tidak mensyatarkan adilnya wali dalam perkawinan. 
f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umrah. Hal ini berdasarkan 
kepada Hadist Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang menyatakan. 
2) Saksi Nikah 
 Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian 
hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari para pihak-pihak yang 
berakad di belakang hari. Dalam menepatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, 
ulama jumhur yang terdiri dari ulama syafi’iyah dan hanabilah menepatkan sebagai 
rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama hanafiyah dan zahiriyah menempatkan 
sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah yang menurutnya 
tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang 
diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui 
pengumuman itu sebelum bergaulnya. 
Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk 
ayat Al-qur’an adalah QS. al-Thalaq/65:2. 
َََ
ََ
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ََ
ََ
َََ
ََ
َ ََََ 
Terjemahnya: 
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 
kesaksian itu karena Allah”.43   
 Dasar hukum surah at-Thalaq ayat 2 ini banyak membawa manfaat di 
antaranya adalah lebih mantapnya jaminan akan kepastian hukum, dapat mengurangi 
akibat sampingan yang negatif, dapat mengurangi sikap emosinal suami, istri, atau 
keduanya, sesuai dengan prinsip mempersulit jatuhnya talak karena talak adalah 
sesuatu yang di benci oleh Allah.44 
3) Ijab Qobul 
Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah 
penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan “saya 
kawinkan anak saya yang bernama si A kepada mu dengan mahar sebuah kitab Al-
quran” Qobul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya saya terima 
nikahnya anak bapak yang bernama si B dengan mahar sebuah kitab suci al-Quran.45 
Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah  Adanya pernyataan mengawinkan  dari wali, 
adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau 
                                                          
43Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah, (Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur,an 2016), h. 558 . 
44Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema 
Insani Perss, 1996), h. 271. 
45 Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, h. 61. 
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terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab 
qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 
haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 
calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 
E. Mahar Dalam Perkawinan 
1. Pengertian Mahar 
 Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari 
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad 
perkawinan. Mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkawinan. Para 
ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi tentang mahar yaitu: 
a. Mazhab Hanafi (sebagainya) mendefinisikan, bahwa “mahar sebagai sejumlah 
harta yang menjadi hak istri, karna akad perkawinan atau disebabkan terjadinya 
senggama dengan sesungguhnya”.46 
b. Mazhab Maliki mendefinisikan “sebagai sesuatu yang menjadi  istri  halal untuk 
digauli”. 
c. Mazhab Syafi’i mendefinisikan “mahar sebagai sesuatu yang wajib di bayarkan 
disebabkan akad nikah atau senggama”. 
d. Mazhab hambali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan sesuatu 
perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah 
akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. 
Dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan 
suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal yaitu ada 
akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).47 
                                                          
46M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta Siraja, 2003), h. 113 
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a. Dasar Hukum Mahar 
Sebagai dasar hukum kewajiban mahar adalah firman Allah dalam QS. al-
Nisa/4:4. 
ََ
ََََ
َََََ
ََ
 َََ 
Terjemahnya: 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”48 
Dan firmannya dalam QS. al-Nisa/4:20-21. 
ََ
َََ
ََ
َََ
ََََ
ََ
َََ
َََ
َََ
َََ
َ 
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu ini mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah 
memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka 
janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah 
                                                                                                                                                                     
47M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, h. 113-114. 
48Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Tarjemah ( Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h.77. 
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kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan menanggung dosa yang nyata  bagaimana kamu mengambilnya 
kembali, padahal sebagian kamu bergaul atau bercampur dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat.49 
 Rasulullah pun pernah mengatakan  kepada seseorang yang ingin kawin 
berilah maharnya, sekalipun sebentuk cincin dari besi’’(HR. Bukhari, Muslim). 
sekiranya kita perhatikan hadist itu, maka yang terpenting ada pemberian kepada istri 
dan bukan dilihat dari segi nilainya, asal kedua belah pihak sudah sama-sama setuju 
dan rela. 
 Ulama fiqhi menyatakan, bahwa walaupun mahar wajib diberikan kepada 
istri, tetapi mahar itu tidak termaksud rukun nikah atau syarat akibat dari suatu akad 
nikah, kendatipun suatu perkawinan tanpa mahar ulama fiqhi tetap menyatakan, 
bahwa perkawinan tetap sah. 
Sebagaimana berlandaskan pada firman Allah QS. al-Baqorah/2:236. 
ََََ
َََ
َََ
ََََ
ََ
َََ
ََ
َََ
َََ
َََ  
Terjemahnya: 
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
                                                          
49 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah (Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 81  
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menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 
kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. 
yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan”.50 
  Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada 
istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara 
calon mempelai wanita dan pria. Dalam menentukan mahar, orang tua wali tidak 
boleh ikut serta, apalagi mempengaruhi calon mempelai wanita. 
 Akan tetapi pada sebagian daerah di Indonesia ini, dalam hal ini termaksud 
masyarakat kecematan lambu, Kabupaten Bima dalam hal perkawinan orang tua 
(wali), ikut serta menentukan mahar, sekurang kurangnya mempengaruhi 
penetapannya. Ada kalanya mahar diminta dalam jumlah yang memberatkan, dan 
sebagai alasannya adalah sekiranya mempelai wanita itu diceraikan  pada suatu saat, 
maka dia sudah mempunyai pegangan. 
c. Syarat-Syarat Mahar 
Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhu syarat-syarat 
sebagai berikut.51 
1) Harta/bendanya berharga tidak sah mahar dengan yang tidak berharga 
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetap apabila 
mahar sedikit tetapi bernilai maka tetap sah.  
2) Barangnya suci dan bermanfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau      
darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.  
                                                          
50Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah ( Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an  2016), h. 38.  
51Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat seri Buku Daras (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), h. 78. 
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3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik 
orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena 
berniat untuk mengembalikannya kelak, memberikan mahar dengan barang 
hasil dari ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.  
4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan 
memberikan barang yang tidak jelas keaadaannya, atau tidak disebutkan 
jenisnya. 
b. Macam-Macam Mahar 
Ulam fiqhi sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma 
dan mahar mitsil (sepadan). 
1) Mahar musamma 
Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut dijanjikan kadar dan 
besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan keadaanya pada waktu akad 
nkah.52 Ulama fiqhi sepakat bahwa  dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus 
diberikan secara penuh apabila: 
(a) Telah bercampur atau bersenggama, tentang hal ini Allah berfirman. 
ََ
َََ
ََ
َََ
ََََ
ََ
َََََ 
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu 
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka 
                                                          
52M. Abdul Hamid Dkk, kamus istilah Fiqhi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185. 
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janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah 
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata”.  
Salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma.53 Mahar 
musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, 
dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya 
mahramnya sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami 
lama, akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar 
setengahnya, berdasarkan firman Allah QS. al-Baqorah/2:237. 
َََ
ََََ
َََ
َََ  
Terjemahnya: 
“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. 
Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah 
seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. 54 
d. Mahar Mitsil (sepadan) 
 Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat 
sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan 
mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Agak jauh dari tetangga 
sekitarnya, dengan mengingat status sosial kecantikan dan sebagainya. 
 Bila terjadi demikian maka mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat 
sebelum atau ketika terjadi pernikahan.  Maka mahar itu mengikuti maharnya saudara 
perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak 
                                                          
53M. A. Tihami ddk, Fiqhi munakahat Kajian fiqhi nikah lengkap (Jakarta: PT, Raja Grafindo 
Persada, 2009). h. 45.  
54Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemah (Cet, I; Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 38. 
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ada, maka mitsiil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. 
Mahar mitsil juga juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut. 
1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad 
nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum 
bercaampur dengan dia. 
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur 
dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan dan 
tidak ditetapkaan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur 
ulama dibolehkan berdasarkan firman Allah. 
ََََ
َََ
َََ
َََ 
Terjemahnya: 
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya”. 
Ayat ini menunjukan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya 
sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya 
itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang terkait dalam prosesi adat Kaboro coi pada perkawinan 
masyarakat Bima di Kecematan Lambu kabupaten bima. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima mengenai adat kaboro coi pada perkawinan masyarakat 
Bima. Selain itu di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima memudahkan peneliti dalam 
meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian 
ini.  
B.  Pendekatan Penelitian  
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologis. Dengan alasan karna penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena 
sosial yang terjadi pada perkawinan masyarakat Bima yang difokuskan pada 
informasi tentang tradisi kaboro coi yang di peroleh dari data-data yang dibutuhkan 
dan yang tidak perlu dikuantifikasi lagi. 
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C. Sumber Data  
Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J.M sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.55 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu. 
1. Data primer  (primary data) 
 Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, 
dan disajikan dari sumber pertama. Penelitian secara langsung mengajukan 
pertanyaan pada responden terkait dengan data yang dinginkan. Dan respondepun 
menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.56 
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah 
terlibat langsung dalam tradisi kaboro coi, tokoh masyarakat dan tetua adat yang 
memahami dengan jelas tentang perkawinan adat masyarakat Bima khususnya 
Kecematan Lambu. 
2. Data sekunder 
  Adalah data yang diperoleh dari sumber lain misalnya berupa jurnal atau 
dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara 
tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, 
majala, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kehidupan sosial 
masyarakat Islam Bima di pulau Sumbawa.  
                                                          
55Lexy J Moeleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002), h. 157. 
56Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Hukum (Cet II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 
h. 30. 
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D. Metode Pengumpulan data 
 Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu:    
1. Observasi 
 Yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung objek 
penelitian.57 Sebagaimana diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamat 
dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu 
( validitas dan reabilitas ) sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang 
menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab 
masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis 
terhadap objek yang diteliti.58 
 Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih 
mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara 
lebih lengkap terkait dengan tradisi kaboro coi pada perkawinan masyarakat 
Kecematan Lambu, dan peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh 
masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam proses kaboro coi yang selanjutnya 
akan di jadikan sempel untuk diwawancarai. 
2. Wawancara/ Interview  
 Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
                                                          
57Consuelo G Sevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Perss, 1993), h 198. 
58Rianto Adi Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum ( Jakarta; Granit, 2004), h 70. 
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pertanyaan itu.59 Adapun jumlah orang yang di wawancarai berjumlah lima orang 
mereka terdiri dari ketua adat dan tokoh masyarakat.  
 Metode wawancara dibutuhkan untuk menggali struktur kognitif dari perilaku 
subjek yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tradisi 
kaboro coi pada perkawinan masyarakat Kecematan Lambu Kabupaten Bima. Tehnik 
wawancara ini adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 
yang ingin memperolehh iinformasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanya, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 
macam, tidak dokumen resmi.60 
 Menurut Moleong dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang 
disiapkan karna adanya permintaan seorang peneliti, metode dokumentasi adalah 
pengumpulan  data dari data-data yang telah di dokumentasikan dalam berbagai 
bentuk. Jadi untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu 
mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan tradisi kaboro coi pada perkawinan 
masyarakat Kecematan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.  
 
 
 
                                                          
59Lexy J Moeleong, Metodologi penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002), h. 186. 
60Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 
70. 
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E. Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “di uji validasi” uji 
validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian 
dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sesuatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin 
diukurnya dan mampu mengungkap kenapa yang ingin diungkapkan. 
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BAB IV  
 HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Kondisi Geografis  
a. Letak dan batas kecematan Lambu  
Kecamatan Lambu merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Bima. 
Adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.   
1. Kecamatan Sape 
2. Kecamatan Belo 
3. Kecamatan Donggo 
4. Kecamatan  Lambitu 
5. Kecamatan Langgudu 
6. Kecamatan Madapangga 
7. Kecamatan Monta 
8. Kecamatan Palibelo 
9. Kecamatan Parado 
10. Kecamatan Sanggar 
11. Kecamatan Soromandi 
12. Kecamatan tambora 
13. Kecamatan Wawo 
14. Kecamatan Ambalawi 
15. Kecamatan Lambu (tampat peneliti melakukan penelitian) 
Sebagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima Kecamatan Lambu 
mempunyai batas wilayah diantaranya: 
 
43 
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1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan wawo. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur NTT. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Australia. 
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sape. 
Adapun nama-nama desa di kecamatan Lambu. 
1. Desa Simpasai 
2. Desa Sangga 
3. Desa Monta baru 
4. Desa Kaleo 
5. Desa Lanta timur 
6. Desa Lanta barat 
7. Desa Sumi 
8. Desa Rato 
9. Desa Mangge  
10. Desa Hidirasa 
11. Desa Lambu 
12. Desa Soro 
13. Desa Ngelu 
14. Desa Melayu  
Kecamatan Lambu berada pada ketinggian 16-100 M dari permukaan laut 
dengan kemiringan berkisar antara 3%-6% satuan marfologi berelief halus. Ibu kota 
Kecamatan  Lambu terletak diwilayah Desa Sumi dengan jarak sekitar 49 Km dari 
Ibu Kota Kabupaten Bima, lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan 
bermotor roda dua adalah 1 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata 60 km perjam, 
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dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Lambu sebagian besar adalah merupakan 
Lahan persawahan, luas areal persawahan 83,80 Km2 (termasuk sawah irigasi dan 
sawah tadah hujan), selain areal persawahan ada juga areal tegal/kebun yaitu seluas 
50,04 Km2, bangunan dan pekarangan seluas 15,68 Km2, dan luas wilayah hutan 
Negara seluas 242,90 Km2, dan sisanya adalah lokasi lainnya.  
2. Tanah dan Iklim  
Tabel 4.1. Penggunaan Tanah Kecamatan Lambu Tahun 2018 (Km2). 
No. Jenis Lahan Luas (Km2) 
1 Persawahan 83,80 
2 Tegal atau Kebun 50,04 
3 Bangunan dan Pekarangan Rumah 15,68 
4 Hutan Lindung 60,40 
5 Hutan Produksi 85,10 
6 Hutan Rakyat 63,00 
7 Hutan Cagar Alam 34,40 
8 Lain-Lain 11,89 
 392,42 
Sumber : KCD Pertanian Kecamatan Lambu.  
Berdasarkan Tabel 4.2. Kecamatan Lambu memiliki tanah seluas 404,31 Km2 
(data tahun 2018) dengan rincian. Persawahan seluas 83,80 Km2, tanah tegal atau 
perkebunan seluas 50,04 Km2, tanah bangunan dan pekarangan rumah seluas 15,68 
Km2, tanah hutan lindung seluas 60,40 Km2, tanah hutan produksi seluas 85, 10 
Km2, tanah hutan rakyat seluas 63, 00 Km2, tanah hutan cagar alam seluas 34,40 
Km2, dan lain-lain 11,89 Km2. Dalam perincian tanah di atas yang paling luas 
penggunaannya adalah persawahan, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
masyarakat di Kecamatan Lambu yaitu bertani, hal ini menandakan bahwa di 
Kecamatan Lambu mata pencaharian pokok masyarakatnya adalah pertanian. 61 
                                                          
61Sumber KCD Pertanian Kecematan Lambu hari Senin tanggal 16 April 2018 
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Tanah di Kecamatan Lambu sangat cocok dijadikan tempat untuk bertani karena 
memiliki kualitas tanah yang baik, sehingga tanaman menjadi subur dan baik dalam 
menanam padi, tembakau, cabai, jagung, sayur-sayuran, dan tanaman andalan 
masyarakat Lambu adalah Bawang merah. Dibandingkan dengan hutan, sawah masih 
memiliki lahan yang masih lebih luas walaupun Kecamatan Lambu adalah kecamatan 
yang dikelilingi oleh pegunungan dan bahkan ada beberapa Desa yang memang 
berada di atas gunung seperti Desa Lambu, Desa Nggelu dan Desa Mangge. 
Bangunan dan pekarangan rumah masih sangat minim bila dibandingkan dengan 
lahan sawah dan tanah hutan.  
3. Data penduduk Kecematan Lambu di rinci per Desa tahun 2018. 
1. Desa kaleo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.940 jumlah laki-laki 
sebanyak 1.886 dan perempuan sebanyak 2.045. 
2. Desa Monta Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,350 jumlah laki-laki 
sebanyak 1,144 dan jumlah perempuan sebanyak 1,206. 
3. Desa Melayu jumlah penduduknya sebanyak 3,105 jumlah laki-laki sebanyak 
1,414 orang dan jumlah perempuan sebannyak 1,691. 
4. Desa Soro memiliki jumlah penduduk 4855 jiwa yang terdiri dari laki-laki 
berjumalah 2395 orang dan perempuan berjumlah 2460. 
5. Desa Lambu jumlah penduduknya sebanyak 1,270 jiwa yang rerdiri dari laki-
laki sebanyak 750 dan perempuan dan jumlah perempuan sebanyak 520 
orang. 
6.  Desa Ngelu jumlah penduduknya sebanyak 1,786 terdiri dari laki-laki 1,106 
dan jumlah perempuannya  perempuan sebanyak 680. 
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7. Desa Mangge jumlah penduduknya sebanyak 1,427 yang terdiri dari laki-laki 
sebanyak 920 orang dan perempuan sebanyak 507 orang. 
8.   Desa sangga jumlah penduduknya sebanyak 1,736 orang yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 1,736 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 850 dan 
perempuan sebanyak 878 orang. 
9. Desa Simpasai jumlah penduduknya sebanyak 3,375 jiwa yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 1,733 oran dan pempuan sebanyak 1,642 orang. 
10. Desa Rato jumlah penduduknya sebanyak 5,636 jiwa yang terdiri dari  laki-
lakii sebanyak 2,620 orang dan perempuan sebanyak 3,115 orang. 
11. Desa Sumi dengan jumlah penduduk sebanyak 4,432 jiwa yang terdiri dari 
laki-laki sebannyak 3,130 orang dan perempuan sebanyak 1302 orang. 
12. Desa Lanta Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 2044 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 1,302 dan perempuan sebanyak 742 orang. 
13. Desa lanta barat dengan jumlah penduduk sebanyak 3,018 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 1,403 dan perempuan sebanyak 1,615 orang. 
14. Desa Hidi rasa dengann jumlah penduduk sebanyak 1,258 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 748 dan perempuan sebanyak 510 orang.  
 Luas wilayah Kecematan Lambu 
4.  Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan  
Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 
perubahan sosial dalam suatu masyarakat dan pendidikan pula merupakan salah satu 
hal yang sangat diperhatikan di suatu daerah karena merupakan suatu alat ukur dalam 
kemajuan suatu masyarakat. Untuk menunjang suatu pendidikan formal yang perlu 
diperhatikan adalah sarana dan prasarana dan sumber tenaga pengajarnya.  
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Tabel 4.4. fasilitas pendidikan di Kecamatan Lambu tahun 2018. 
No. Sekolah Banyak/unit 
1 TK 8 
2 SDN 30 
3 SMP/SLTP 8 
4 SMA/SMU 2 
Jumlah 48 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 
Berdasarkan tabel 4.5 banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di 
Kecamatan Lambu sangat memadai, walaupun tidak bisa dipungkiri pada tingkat 
SMA/SMU masih kurang, karena hanya memiliki 2 unit saja. Banyaknya fasilitas 
pendidikan di Kecamatan Lambu tahun 2018 mulai dari TK – SMA/SMU adalah 
sebanyak 48 Unit, dengan rincian, TK sebanyak 8 unit, SDN sebanyak 30 unit, SLTP 
sebanyak 8 Unit, dan SMA/SMU sebanyak 2 unit.62 
Tabel 4.5: Tingkat pendidikan di kecematan lambu 
No. Tingkat pendidikan Jumlah 
1 SDN 14,963 
2 SMP 5,026 
3 SMA 13,915 
4 DIPLOMA III 148 
5 S1 743 
6 S2 151 
7 S3 1 
  8          Tidak tamat sekolah                      4,338 
                                                          
62Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat,   
62 
  
                 Jumlah                     39,954 
 
4. Kondisi Sosial Budaya  
 Indonesia sebagai Negara kepulauan yang membentang dari sabang sampai 
merauke tentunya memiliki ragam budaya dan bahasa yang berbeda, dengan corak 
kebiasaan berbeda-beda membuat Indonesia menjadi satu-satunya Negara di dunia 
yang memiliki  banyak kebudayaan, kondisi ini didukung dengan konteks geografis 
Indonesia dengan kepulauan sehingga antar satu pulau dengan pulau yang lainnya di 
pisahkan oleh lautan dan samudra. Selain kunjungan budaya wisata pegunungan dan 
wisata bahari menjadi tujjuan utama para wisatawan Lokal maupun Asing, dengan 
panorama pegunungan dan lautan ini mampu menjadi magnet bagi turis asing 
mengeksplorasi keindahan Indonesia. 
 Beragam warna kebudayaan dan panorama alam terdapat satu daerah yang 
sangat kental dengan corak budaya yang oriental yakni daerah Kecematan Lambu 
yang berada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Pola interaksi 
masyarakat Kecematan Lambu ini dengan latar belakang berbeda ini menjadikan 
kecematan Lambu menjadi sarana para transmigran baik yang berasal dari pulau 
Sumbawa sendiri maupun dari luar pulau Sumbawa seperti sulawesi, flores, Bali, 
Jawa dan lainnya.  
5. Kondisi Sosial Keagamaan 
 Dari segi komunitas, Masyarakat Kecematan Lambu mayoritas beragam Islam 
sebagaimana masyarakat muslim di daerah Bima lainnya, hampir 99% persen 
merupakan pemeluk agama Islam, dengan jumlah Mesjid 16 buah, Langgar 56 buah, 
selain itu juga terdapat sarana  pembinaan TPQ sebanyak 50, dan 2 buah pesantren 
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Bagi masyarakat setempat mengamalkan nilai-nilai agama tidak boleh 
setengah-setengah oleh karnaa itu para orang tua akan berkorban apa saja untuk 
anaknya yang mau belajar ilmu agama karna dalam pandangan mereka  agama adalah 
penerang kehidupan    
 
B. Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Tradisi Kaboro Co’i 
 Sebagai sebuah tradsi, kaboro co’i telah dikenal oleh masyarakat Kecamatan 
Lambu sejak dahulu, tentang siapa yang mempeloporinya, kapan dan dimana 
mulainya diperkenalkan sulit untuk diketahui dan begitu juga dengan faktor-faktor 
yang melatar belakanginya, adanya tradsi kaboro co’i ini masih simpang siur sampai 
sekarang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan mereka 
memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan tentang faktor yang melatar 
belakangi adanya tradsi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima (dou mbojo) 
sebagaimana jawaban yang dipaparkan oleh para informan di bawah ini. 
1.  H. Mas’ud  
H. Mas’ud umur 70 tahun  ia adalah seorang  imam Desa (lebe nae rasa) 
sekaligus sebagai ketua adat bagi masyarakat setempat. Beliau meberikan informasi  
tentang tradsi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima sebagai berikut.      
 Sabade bandai ku anae wara kai faktor na ede du tolumbua faktor 
masaramba kaina ede du cua bantu angi labo lenga ra iwa ma kadua kaina ede du 
faktor kekeluargaan ma kacumpukaina ede du ra karawi ba dou matua ndai ta ma 
ulu ulu wau wati du loa ndi paki ba ndai ta. 
 (Arti dalam bahasa Indonesia). Sepengetahuan saya ada tiga faktor yang 
melatar belakangi adanya tradisi kaboro coi pada perkawinan masyarakat bima yaitu 
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yamg pertama saling membantu, kedua faktor kekeluargaan, dan yang terakhir faktor 
kebiasaan yang di lakukkan oleh orang tua kita yang terdahulu dan tidak bisa di 
buang atau di tinnggalkan oleh kita.    
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H. Mas,ud adalah orang yang 
menghargai adat budaya yang di tinggalkan oleh para leluhur terdahulu, dan beliau 
sangat mengetahui karna tidak semua tradisi yang ada di tenggah masyarakat itu 
sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi mengenai adat kaboro coo’i ini beliau 
berpendapat bahwa tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam , 
karna dalam tradisi ini mengandung nilai tolong-menolong yang di ajarkan oleh al-
qur’’an. 
2. H. Mustakim  
H. Mustakim umur  68 tahun  beliau  adalah tokoh masyarakat  sekaligus  
imam desa bagi masyarakat setempat.  ketika peneliti menanyakan tentang faktor 
yang melatar belakangi adanya tradsi kaboro co’i beliau memberikan jawaban. 
 Mboto mboto kangampu mu ana ee ra bade bandai doho ku ade wara kai mandakeke 
ede du nee cua kaneo ro weha rima bantu angi ade lenga ro iwa ndai ta ma wara 
karawi nikah ra nako dan ma ndakeke na waura karawiba ompu ra ama bandaita ma 
ulu ulu wauna dan wajib ndi karawi ba ndai ta mamori ara wawo dunia. 
(Artinya dalam bahasa Indonesia) 
Mohon maaf sepengetahuan saya adanya faktor yang melatar belakangi adanya 
tradisi kaboro co’i yaitu saling membantu untuk meringankan beban saudara kita 
yang akan melangsungkan acara perkawinan dan sudah menjadi kebiasaan yang 
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dilakukan oleh orang tua kita terdahulu dan wajib di lakukan oleh kita yang masih 
hidup dan tidak boleh kita meninggalkannya. 
3. Burhanuddin H. Yusuf, BA 
Burhanuddin umur 56 tahun beliau adalah kepala Desa dan mantan penghulu, 
yang setiap waktu selalu ikut berpartisipasi  dalam prosesi adat kaboro co’i dalam 
memaparkan argumennya beliau menjelaskan sebagai berikut: 
 .63adanya faktor yang melatar belakangi tradisi kaboro co’i ini sepengetahuan 
saya adalah timbulnya rasa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut 
membantu sesama, memberikan sedikit bantuan kepada saudaranya baik berupa uang, 
beras, dan yang lainnnya yng dapat dimanfaatkan dalam prosesi perkawinan. 
4. Zainuddin 
Zainuddin umur 59 tahun beliau adalah tokoh adat di kecematan Lambu dan 
mantan kepala desa yang selalu ikut dan menjadi juru bicara dalam prosesi adat 
kaboro co’i dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut: 
Bagi masyarakat di Kabupaten Bima khususnya kecematan Lambu mengenai 
adat kaboro co’i sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat sebelum di 
langsungkannya akat perkawian karna tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang 
dilakukan oleh para leluhur terdahulu dan juga tradisi ini bertujuan untuk menjaga 
hubungan kekeluargaan agar tetap rukun dan  harmonis. Dan yang tak kalah penting 
dari tujuan dari tradisi ini yaitu untuk membantu keluarga yang tidak mampu 
melaksanakan perkawinan dan perlu di ketahui bahwa tradsi ini tidak di lakukan  
untuk keluarga yang tidak mampu saja akan tetapi untuk semua kalangan yang `akan 
                                                          
63Burhanuddin H. Yusuf  BA. Kepala Desa simpasai Kecematan Lambu. Wawancara, hari 
kamis  tanggal 19 April 2018. 
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melangsungkan perkawinan. Dan diakhir pemaparan beliau menjelaskan bahwa 
tradisi ini sangat bagus untu mempererat tali persaudaraan dalam kehidupan sosial.64 
5. H. Ramli Marzuki  
H. Ramli Marzuki umur 78 tahun adalah ulama sesepu di Kecematan Lambu 
Beliau adalah orang yang selalu terlibat langsung dalam prosesi adat  kaboro co’i 
yang menghitung langsung uang atau barang2 hasil yang di peroleh dari adat kaboro 
co’i   beliau memaparkan: 
Adapun faktor adanya tradisi ini yaitu. Faktor tolong menolong yang berasaskan 
gotong royong yang merupakan identias orang Bima (dou mbojo) hampir di setiap 
acara ataupun kegiatan mereka selalu bekerjasama membatu sesama,salah satunya 
dapat kita lihat dari acara adat perkawinan (kaboro co;i)..65  
C. Konsep Hukum Islam Terhadap adat Kaboro co’i                
  Dalam  hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkaid 
dengan adanya tradisi kaboro co’i pada perkawinan masyarakat Bima sangatlah 
penting melihat kembali sabda Nabi saw 
نسحهرماهاللههاهدنعهوهههنسحهنيمهاسملهاههارامه
 Artinya: 
“Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka menurut Allah pun  
digolongkan sebagai perkara yang baik.66 
Dari ini pula di jadikan hujjah bagi mujtahid dalam menetapkan perkara yang 
permasalahannya berasal dari sebuah kebiasaan. Bisa juga dikatakan bahwa kalau 
dilihat dari segi ibarat maupun tujuannya. Menunjukan bahwa setiap perkara yang 
telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang 
                                                          
64 Zainuddin. Mantan kepala Desa simpasai.  Wawancara, Hari kamis,  tanggal 19 April 2018. 
65 H. Ramli. Ulama besar Kecematan  Lambu.  Wawancara, Sangga, hari Kamis  tanggal 19 
April 2018. 
66 HR. Ahmad, Bazar, Thabrani Kitab Al-Kabir Dari Ibnu Mas’ud , h. 3418.  
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baik, maka perkara tersebut dipandang baik pula dihadapan  Allah. Sedangkan tradisi 
yang telah di pandang tidak baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan 
kesempitan. Allah berfirman dalam QS al-Hajj:22; 78 
      
      
 Terjemahan: 
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu 
kesempitan”.67 
Pernyataan dalam Hadist dan firman Allah di atas jika dikiaskan secara luas 
dalam kebudayaan dalam hal ini tradisi kaboro co’i maka tradisi kaboro co’i dalam 
perspektif masyarakat Bima dianggap sebagasi  tradisi yang baik tidak bertentangan 
dengan al-qur’an dan hadist. Dengan demikian kesimpulannya adalah tradisi kaboro 
co’i dapat juga dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata hukum Islam. Hal 
ini dirujuk kembali dari hadis Nabi di atas, yakni tradsi yang baik menurut hukum 
masyarakat dianggap baik pula oleh hadist Nabi selama itu tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam. 
 Di dalam tradisi kaboro co’i pula mengandung nilai tolong menolong sesuai 
dengan prinsip al-qur’an sebagai mana firman Allah dalam QS al-Maidah/5:2 
   
هههه
هههه
ههه
ه      
                                                          
67 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan ( Cet, I: Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 341. 
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Terjemahan: 
                  “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah          
kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.68 
        Didalam ayat ini menjelaskan bahwa kalimat ta’awanu adalah dari pokok kata 
(masdar) mu’awwanah yang berarti tolong-menolong, bantu-membantu. Lantara itu 
maka makna koporasi pun tersimpan di dalamnya. 
        Diperintahkan hidup bertolong-tolongan dalam membina al-birru, yaitu segala 
ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa, 
yaitu mempererat hubungan dengan Allah, dan ditengah bertolong-tolongan atas 
berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia, 
tegasnya, merugikan orang lain.69   
        Dalam ayat ini menegaskan atau mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk 
tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan takwa. Untuk 
kepentingan dan kebahagiaan mereka dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar dapat 
terhindar dari siksa Nya yang sangat berat.70 
D. Analisis 
1.  Faktor-Faktor Yang melatar Belakangi Adanya Tradsi Kaboro Co’i  
                                                          
68 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan (Cet, I: Jakarta: PT 
Madina Qur’an 2016), h. 106. 
69 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Cet, I: Depok: PT Gema Insani, 2015), h. 591. 
70 Depertemen Agama, Al-qur’an  dan Tafsir (Cet, I; Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990), h. 
385. 
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Setelah mendengar uraian dari beberapa informan di atas dapat dianalisis 
bahwa faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co’i dalam perkawinan 
masyarakat Bima khususnya kecematan Lambu yaitu: 
a. Faktor Kekerabatan   
Hubungan kekerabatan dengan anggota masyarakat dalam lingkungan 
masyarakat Bima sangatlah kuat keberadaannya, dimana bentuk hubungan ini yaitu 
saling tolong menolong, gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan sebagainya. 
Pola kekerabatan yang ada pada masyarakat Bima bisa kita lihat dari aktifitas yang 
dilakukan oleh masyarakat berupa melibatkan seluruh anggota masyarakat di dalam 
kegiatan yang diadakan di tenggah-tengah masyarakat, misalnya ada salah satu dari 
keluarga yang melakukan hajatan seperti sunatan (suna ra ndoso), Perkawinan,dan 
acara selamatan. maka keluarga yang berhajat akan mengadakan terlebih dahulu 
mbolo weki atau bisa juga disebut dengan kumpula yaitu  musyawarah keluarga 
untuk membicarakan terkait mengenai acara yang akan dilaksanakan, adapun yang 
akan dibahas dalam pertemuan itu adalah mengenai apa-apa yang di butuhkan dalam 
acara tersebut dan pembagian tugas kerja sampai pada pelaksanaan acara. 
 Biasanya untuk kaum bapak-bapak  akan mengerjakan pekerjaan berupa 
mempersiapkan tempat acara, membangun tenda (paruga) di depan rumah yang 
berhajat, mencari kayu bakar (boro haju ka’a) di hutan untuk keperluan memasak dan 
yang tak kalah penting bagi kaum bapak-bapak adalah membuat makanan khas 
Masyarakat Bima yang  wajib ada pada setiap acara terutama acara perkawinan yaitu 
dodol biasa orang Bima menyebutnya kadodo. Bagi kaum ibu-ibu mempersiapkan 
makanan dan mengelola makanan tersebut untuk dihidangkan pada saat 
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berlangsungnya acara tersebut yang di adakan di halaman rumah masyarakat yang 
berhajat. 
 Kemudian pada saat akan dilaksanakannya acara, masyarakat secara umum 
akan melaksanakan tekarane’e yaitu masyarakat akan membawa bahan keperluan 
acara berupa beras, kue, bahan pokkok lain dan hewan ternak yang akan di sembeli 
pada acara nanti dan sebagian bahan yang di kumpulkan akan di simpan di kolom 
rumah (uma panggu). 
 Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban  bagi pihak yang 
mengadakan acara dan sebagai timbal baliknya yang mengadakan acara akan 
mebagikan  hidangan makanan (jangko) bagi seluruh masyarakat yang hadir dalam 
acara tersebut. Inilah salah satu faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro 
co’i pada perkawinan masyarakat Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.  
b. Faktor adat budaya (warisan leluhur) 
 Budaya adalah warisan yang di persembahkan oleh para leluhur terdahulu 
yang telah melekat di dalam kehidupan masyarakat Bima, karna pada awalnya 
sebelum agama Islam masuk ketanah Bima, masyarakat Bima memeluk kepercayaan 
makamba makimbi yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai 
kekuatan gaib yang mampu mengeluarkan cahaya yang dapat mempengaruhi 
kehidupan sehari-hari dan melindungi dari kejahatan. Setelah sultan pertama sultan 
jene teke la ka’i memeluk agama Islam tepatnya pada tanggal 15 rabiul awal 1030 H 
bersama para prajuritnya mengucapkan dua kalimat sahadat di hadapan gurunya 
mubalik dari sulawesi sejak itu putra mahakota la ka’i berganti nama menjadi Abdul 
kahir. 
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Pada tanggal 5 juli  1640 M, putra mahakota abdul kahir di nobatkan sebagai 
sultan Bima pertama, setelah melewati perjuangan panjang merebut kekuasaan dari 
paman nya yang bernama salisi yang berhianat dan ingin membunuhnya. Sejak itu 
seleruh masyarakat Bima dou mbojo resmi memeluk agama Islam dan sistem 
pemerintahan yang dipakai adalah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam, adat 
budaya tidak dapat di pisahkan dari masyarakat Bima karna telah menjadi jati diri 
sang Bima. 
Wasiat inilah yang dipersembahkan oleh para leluhur yakni adat kebiasaan 
yang menjadi sesuatu yang tidak bisa di tinggalkan dalam sebuah rutinitas 
masyarakat Bima (dou mbojo) karna sudah menjadi kepercayaan, yang mana 
kepercayaan orang Bima (dou mbojo) tidak jauh berbeda dengan kepercayaan orang-
orang pada ras lainnya.    
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  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Adapun dari beberapa yang telah di uraikan oleh peneliti  di atas mengenai 
tradisi pengumpulan uang mahar di Kecematan Lambu kabupaten Bima NTB, dapat 
di ambil kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut. Dari hasil penelitian peneliti 
menyimpulkan dua faktor yang melatar belakangi adanya tradsi ini, yaitu Faktor 
kekerabatan dan faktor kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur terdahulu. 
1. Faktor kekerabatan. Masyarakat Bima sangat menjunjung tinggi nilai azas 
musyawarah untuk mufakat dalam segalahal salah satunya dalam hal 
perkawinan, dimana bentuk hubungan ini yaitu saling tolong menolong. Pola 
kekerabatan pada masayarakat Bima bisa kita lihat dari aktifitas yang 
dilakukan oleh masyarakat berupa melibatkan seluruh anggota masyarakat di 
dalam kegiatan yang di adakan. Masyarakat Bima sangat menghargai nilai 
kekerabatan dan kebersamaan hal ini tercermin dalam kalimat tohompara ndai  
sura dou labo dana  apapun kesulitan pada diri saya itu tidak masalah tapi 
untuk kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Faktor kebiasaan, tradsi ini 
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sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bima dan tidak 
boleh di tinggalakan  karna sudah menjadi hukum bagi masyarakat ketika 
kebiasaan ini tidak dilakukan maka prosesi adat perkawinan di anggap kurang 
dan tidak sempurna. 
2. Pandangan hukum Islam terkait dengan tradisi pengumpulan uang mahar  
dalam perkawinan masyarakat Bima. merujuk pada kaidah (al-adatu 
muhakkamatu) biasaan dapat menjadi hukum ketika kebiasaan itu tidak 
bertentang dengan al qur’an dan hadist, maka boleh diakukan  tradisi ini  
sudah menjadi  kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat Bima 
dan sudah menjadi hukum bagi masyarakat setempat.   
B. Implikasi Penelitian  
  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 
memberikan masukan  berupa saran kepada seleruh warga masyarakat Lambu 
maupun di luar Kecematan Lambu yang sekiranya ingin melakukan tradisi yang sama 
dalam hal perkawinan adalah.  
1.  Bagi masyarakat Bima khususnya kecematan Lambu agar terus melestarikan 
dan menjaga budaya kaboro coi . 
2. Peran Pemerintah serta tokoh adat dan tokoh masyarakat sangatlah penting 
untuk menjaga kelestarian dari budaya kaboro co’i   
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